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KEPALA DESA ......... KECAMATAN BALONG
KABUPATEN PONOROGO

PERATURAN KEPALA DESA .............
NOMOR  ......  TAHUN 2021

TENTANG

 PENETAPAN KEPALA KELUARGA PENERIMA MANFAAT 
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA ........
KECAMATAN BALONG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..........,

	Menimbang        :
	a. bahwa ketentuan pengelolaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 190/PMK.07/2021 tentang  Pengelolaan Dana Desa. 
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentaang Prioritas  Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022


                              
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 
DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);


3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor : 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor  260);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020  tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021  Nomor  190 ) 
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 38 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa  (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 43);
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarakan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Ponorogo  (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 79);
18. Peraturan Desa ........ Nomor ...... Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Lembaran Desa ..........Tahun 2021 Nomor  ......);
Memperhatikan	:	1.	Surat Edaran Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
2. Surat Edaran Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tanggal 14 April tahun 2020 Nomor. 1262/PRI.00/4/2020 perihal pemberitahuan;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 2020 Nomor : 440/2703/SJ perihal Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;
4. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 14 April 2020 Nomor : 1261/PRI.00/IV/2020 perihal Pemberitahuan;
5. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi tanggal 16 April 2020 Nomor : 9/PRI.00/IV/2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
6. Surat Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Tanggal 17 April 2020 Nomor : 04448/D.2/04/2020 perihal Masukan Untuk Penajaman Kriteria Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;



7. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 21 April 2020 Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
9. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 411.2/3300/112.2/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa; 
10. Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor 141/1299/405.14/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Realokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020 Untuk Pencegahan Dan Penanganan COVID-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan bantuanlangsung tunai dana desa (BLT-DD);
11. Surat Camat Balong Nomor 140/....../405.30.11/2021 tanggal ....... Desember 2021 tentang pengesahan Penetapan Data Kepala Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa tahun anggaran 2022;
12. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tanggal  ..... Desember 2021 Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data Kepala Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa tahun anggaran 2022;
MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KEPALA KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA ........  KECAMATAN BALONG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Camat adalah Camat Balong.
5. Kecamatan Balong adalah wilayah kerja Camat Balong.
6. Desa adalah Desa .........
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.


10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pandemi Corona   Virus   Disease   2019    (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT- DD adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Maksud dari Peraturan Kepala Desa ini untuk menetapkan Kepala Keluarga penerima BLT-DD.
(2) Tujuan dari Peraturan Kepala Desa ini sebagai dasar pemberian BLT-DD kepada Kepala Keluarga penerima BLT-DD
BAB III
PENETAPAN
Pasal 3
Penerima BLT-DD ditetapkan sebanyak 84 (delapan puluh empat) Kepala Keluarga, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Desa ini.
BAB IV
JANGKA WAKTU, PENYALURAN DAN BESARAN
Pasal 4
(1) Jangka waktu penyaluran BLT-DD kepada penerima BLT-DD selama 12 (Dua Belas) bulan.
(2) Penyaluran BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
(3) Besaran BLT-DD per bulan sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per kepala keluarga.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ..........
Ditetapkan di	:  .............
pada tanggal 	:  ........  Desember 2021
KEPALA DESA .........,
ttd
...................

Diundangkan di 	:  ...........
Pada tanggal		:  ........   Desember 2021
SEKRETARIS DESA ...........
                   ttd
              .............
BERITA DESA.......... KECAMATAN BALONG  TAHUN 2021   NOMOR ....
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa

.....................



	LAMPIRAN
	:
	PERATURAN KEPALA DESA ....... TENTANG  PENETAPAN KEPALA KELUARGA PENERIMA MANFA’AT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
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	Salinan sesuai dengan Aslinya
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BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN KEPALA KELUARGA PENERIMA MANFAAT 
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA ..........
KECAMATAN BALONG TAHUN ANGGARAN 2022

Berkaitan dengan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Ngendut  Kecamatan  Balong  Kabupaten  Ponorogo Provinsi  Jawa Timur maka pada hari ini  : 
	Hari dan Tanggal
	:
	Jum’at , 23 Desember 2021

	Jam
	:
	20.00 WIB s/d selesai

	Tempat
	:
	Balai Desa .........



Telah diadakan acara Musyawarah Desa Penetapan Kepala Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa .......... Tahun 2022 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, dan wakil dari kelompok masyarakat sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Terlampir.
Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa Penetapan Kepala Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa .......  Tahun 2022  ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah   :
A. Materi atau Topik
1. Penetapan Kepala Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana   Desa di Desa Ngendut  dalam rangka Penanganan keadaan Darurat Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun Anggaran 2022

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
	Pemimpin Musyawarah
	:
	 ..............                      dari  BPD

	Sekretaris/Notulen
	:
	 ..............                     dari  Sekretaris Desa

	Narasumber
	:
	 ..............                      dari  Kepala Desa



Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrawarah  Penetapan Kepala Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa .........  Tahun Anggaran 2022. menyepakati ketetapan menjadi kesepakatan akhir sejumlah  .......  Kepala  Keluarga Penerima Manfaat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngendut  Tahun Anggaran 2022.
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
	
Ketua BPD




............
	Ngendut, ....... Desmber  2021
Kepala Desa.............




......................
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